
BITPATI BARITO TIMT'R'

PROVINSI I(ALIMAITTAN TENGAII

PERATT'RAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2OL6

TEITTAITG

PERUBA}IAIV ATAS PERATURAIT BUPATI BARII1O TIMUR
NOMOR 33 TATIUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TA]TIBAHAN

PTNGIIASILAN PEGAUIAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERIT{TAII KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

h.

c.

2.

3.

4.

DEITGATT RATIMAT TIIIIAN YAITG }IAIIA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah
diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun
20 15 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Timur;
bahwa dengan memperhatikan asas kepatrrtan dan kewajaran
serta kemampuan keuangan daerah, maka perlu mengubah
besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hrrruf b, perlu menetapkan Peratrrran
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur
Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Timur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OAg tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5o38);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AL4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAW
Nomor 6, Tambahan Lennbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a\

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA
Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
PenSrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

11.. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2O11 Nomor 31O);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun
2o-74 tentang Perubahan Peratrrran Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2Ol4 Nomor 19);

15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2OI4 Nomor 16);



-3-

MEMUTUSKAIT:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEIITANG PERUBAIIAN ATAS
PERATURAIT BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 33 TAIIUN 2()15
TEITTANG PEMBERIAN TAIUBAIIAN PENGHASILAN PEGASIAI
ilBEERI SIPIT DI LINGKI'NGAN PEMERIITTATI ITAtsUPATEN
BARI?O TIMI'R.

Pasal I

Mengubah ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D
serta menghapus huruf E pada Lampiran I Peraturan Bupati
Barito Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015 Nomor 33) sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2OL6.

Agar setiap orang mengetahlJ.tnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal lg 3AutAPt 2O16

BUPATI B.SRrrO TTMUR'

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 TANUI'FI 2016

SEKR TARIS DAERAIT
r(ABUPATEIT BARTTO TilEuR,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 20T6 NOMOR...?

ESKOP



A.

-4-

LAMPIRAIT
PERATURAN BUPATI BARITO TIIIIUR
NOMOR 7 TATIUN 2OL6
TENTANG PERUBAIIAN PERATURAN
BUPATI BARITO TIMT'R NO}TOR
33 TATIUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAITAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTATI
I{ABUPATEN BARITO TIMUR.

BESARAI{ TAtrBAHAIT PENGHASILIIII BAGI PETTABAT STRT'KTIIRAL DAI$

T'T'NGSIOT{AL.

No Uraian / Jabatan Besarnya TPPNS

1. Sekretaris Daerah 14.900.OOO,OO

2. Asisten Sekretaris Daerah 9.900.000,o0

3. Inspektur 9.900.ooo,oo

4. Staf Ahli Bupati 9.900.ooo,oo

5. Kepala Dinas / Badan I Sekretaris DPRD 9.900.ooo,oo

6.

Pejabat Struktural Eselon III.a

a. Kepala KantorlCamat/KePala
Bagian/Inspektur Pembantu

b. Sekretaris SKPD

5.450.0OO,00

5.O00.ooo,oof,.

7.

Pejabat Struktural Eselon III.b

a. Direktur RSUD Tamiang Layang

b. Sekcam

c. Kepala Bidang

5.OO0.OOO,OO

4.OOO.OOO,OO

3.500.000,0o

8.
Pejabat Struktural Eselon IV.a
{Kepala Sub Bapnan /Kepala Seksi/Lurah)

2.250.000,00

9.
Pejabat Struktural Eselon IV.b
(Selcretaris Lurah)

1.900.000,00

10. Pejabat Struktural Eselon V.a 1.500.ooo,oo

11. Fungsional Auditor IY2UPD MadYa 4.000.000,00

12. Fungsional Auditor IY2UPD Muda 3.OOO.OO0,OO

13. Fungsional Auditor IP2VPD Pertama 2.500.000,o0

t4. Fungsional Auditor Penyelia 1.750.000,OO

15. Fungsional / Staf Golongan IV 1.250.OOO,OO

16. Fungsional / Staf Golongan III l.OOO.OOO,OO

t7. Fungsional / Staf Golongan II 800.000,00

18. Fungsional I Staf Golongan I 600.000,0o
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B. BESARAIT TAIIIBAIIAN PEITGI{ASILAIT BAGI TENAGA MEDIS DAN

PETUGAS KEBERSII{AN YAITG BEKER.IA DI RUMATI SAKIT'

PUSKESMAS, LABORATORITIM ATAU SARANA KESEHATAN LNIYITYA

YAI{G ilITUIILIKI RESIISO TIHGGT.

C. BESARAII TA}IBA}IAIY PEITGIIASII,AIY BAGI DOXTER SPESIALIS DAIY

TENAGA LAINNTA YANG MEIUIILIKI KETRAMPILAI{ LIU{GI(4.

ilo Uraian I Jabatan Besarnva TPPNS

1. Dokter Spesialis
a. Medik Spesialis dasar

- Golongan IV

- Golongan III

29.OOO.OOO,OO

25.OOO.OOO,OO

NO Umian / Jabatan Besarnva TPPI{S
1. Dokter Umum/Dokter Gigi di Rumah Sakit

a. Golongan IV

b. Golongan III

7.OOO.OOO,OO

6.OOO.OOO,OO

2. Dokter Umum/Dokter Gigi di Puskesmas
a. Golongan IV

b. Golongan lll

6.0O0.000,00

5.OOO.OOO,OO

3. Apoteker 2.500.ooo,00

4. Asisten Apoteker 2.OOO.OO0,OO

5. Anestesi
a. Golongan III

b. Golongan II

2.500.ooo,oo

2.OOO.000,O0

6. Tenaga Medis (Perawat/Bidan/Tenaga Medis
lainnya) di Rumah Sakit.
a. Golongan III

b. Golongan II

1.1 10.OOO,OO

900.oo0,oo
7. Tenaga Medis (Perawat/Bidan/Tenaga Medis

lainnya) di Puskesmas.
a. Golongan III

b. Golongan II

1.500.ooo,oo

1.200.000,00

8. Tenaga Medis (Perawat/Bidan/Tenaga Medis
lainnya) di Pustu, dan Polindes

a. Golongan III

b. Golongan II

2.000.000,00

1.500.ooo,oo



-6-

b. Medik Spesialis Penunjang

- Golongan IV

- Golongan III

c. Medik Spesialis Lainnya

- Golongan IV

- Golongan III

Dokter Hewan

- Golongan IV

- Golongan III

D. BESARAN TAMBAIIAI'I PEITGHASILAN BAGI GURU.

Uraian / Jabatan
Gunr Belum Sertifikasi

a. Guru Golongan IV

b. Guru Golongan III

c. Guru Golongan II

Guru Telah Sertifikasi

a. Guru Golongan IV

b. Guru Golongan III

c. Guru Golongan II

E. Dihapus

26.000.000,00

23.000.ooo,oo

25.000.000,00

22.OOA.A00,OO

4.000.000,00

3.O00.oo0,oo

1.250.000,oo

1.OOO.OOO,OO

800.000,00

600.oo0,oo

500.000,00

400.o00,oo

BUPATI BARITO TIMUR,


